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Pendahuluan
Latar Belakang Masalah

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari 
masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
negara baik di bidang kenegaran maupun dibidang sosial dan 
ekonomi.  Pada  mulanya  pajak  belum  merupakan  suatu 
pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh 
rakyat  kepada  raja  dalam memelihara  kepentingan negara, 
seperti  menjaga  keamanan  negara,  menyediakan  jalan 
umum,  membayar  gaji  pegawai,  dan  lain-lain.  Bagi 
penduduk yang tidak melakukan penyetoran  dalam bentuk 
natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan 
demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam 
satu  tahun.  Orang-orang yang memiliki  status  sosial  yang 
tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan 
diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan 
umum  tadi,  dengan  cara  membayar  uang  ganti  rugi. 
Besarnya  pembayaran  ganti  rugi  ini  ditetapkan  sesuai 
dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang 

lain  yang  menggantikan  melakukan  pekerjaan  itu,  yang 
seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki 
status sosial yang tinggi dan orang kaya tadi.[1]

Indonesia membutuhkan pajak dalam hal untuk mengisi 
kas  negara  dengan  tujuan  untuk  pembangunan  dan 
mensejahterakan  masyarakat.  Dalam  usaha  untuk 
pembangunan  negara  dan  mensejahterakan  masyarakat, 
diperlukan  biaya  yang  tidak  kecil  yang  berasal  dari  kas 
negara  yang  bersumber  dari  pajak  yang  dibayarkan  oleh 
masyarakat  kepada  negara.  Pajak  hanya  ada  didalam 
masyarakat, dan penghasilan negara hanya melalui pungutan 
dari rakyat atau dari kekayaan alam didalam suatu negara. 
Pungutan  pajak  mengurangi  penghasilan  masyarakat  yang 
kemudian  dikembalikan  lagi  kepada  masyarakat,  melalui 
pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran 
pembangunan  yang  akhirnya  kembali  lagi  kepada 
masyarakat  yang  bermanfaat  bagi  rakyat  baik  yang 
membayar atau tidak. Maka dari itu pajak sifatnya memaksa, 
siapapun  harus  membayar  pajak. Menyadari  kenyataan 
sejauh  ini  Indonesia  masih  memerlukan  investor  asing, 
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tata cara penggunaan tenaga kerja asing di indonesia dan sistematika 
penarikan  pajak  penghasilan  yang  diperoleh  tenaga  kerja  asing  selama bekerja  di  Indonesia,  penelitian  ini  merupakan 
penelitian  yuridis  normatif  dengan  menerapkan  kaidah  atau  norma-norma  di  dalam hukum positif.  Tipe  penelitian  ini   
dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur 
yang bersifat  pokok pembahasan.  Penulis  membedakan bagaimana kedudukan antara  tenaga  kerja  dalam negeri  dengan 
tenaga kerja asing dalam melakukan suatu pekerjaan dan perbedaan sistematika penarikan pajak penghasilan kepada tenaga 
kerja dalam negeri maupun tenaga kerja asing berdasarkan upah yang diterima. Serta sanksi yang diberikan apabila terjadi  
suatu pelanggaran dalam membayar pajak penghasilan.
  
Kata Kunci : pajak penghasilan, tenaga kerja, sanksi 

Abstract

The  purpose  of  this  study  is  to  identify  the  procedures  for  the  use  of  foreign  labor  in  Indonesia  and  the  systematic  
withdrawal of earned income tax for foreign workers to work in Indonesia, this study is a normative study by applying rules  
or norms in the positive law. This type of research is done by examining a wide range of formal laws such as the Law and  
literature are the subject. How the authors distinguish between the position of domestic workers by foreign workers to do a  
job and systematic differences in taxation of labor income to the domestic and foreign labor based on wages received. As  
well as the sanctions provided in the event of a breach in paying income tax. 
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demikian  juga  dengan  pengaruh  globalisasi  peradaban 
dimana  Indonesia  sebagai  negara  anggota  World  Trade  
Organization(WTO) harus membuka kesempatan masuknya 
tenaga  kerja  asing.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut 
diharapkan  ada  kelengkapan  peraturan  yang  mengatur 
persyaratan  tenaga  kerja  asing,  serta  pengamanan 
penggunaan tenaga kerja asing. 

Oleh  karena  itu  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja 
asing,  dilakukan  melalui  mekanisme  dan  prosedur  yang 
sangat  ketat,  terutama  dengan  cara  mewajibkan  bagi 
perusaahan  atau  korporasi  yang  mempergunakan  tenaga 
kerja  asing bekerja  di  Indonesia dengan membuat rencana 
penggunaan  tenaga  kerja  asing  (RPTKA)  sebagaimana 
diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor 
PER.02/MEN/III/2008  Tentang  Tata  Cara  Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing.[2]

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka 
penulis  akan  mengkaji  dan  menuangkan  masalah  tentang 
pemungutan  pajak  penghasilan  tenaga  kerja  asing,  dalam 
suatu  skripsi  yang  berjudul:  “  PAJAK  PENGHASILAN 
TERHADAP  TENAGA  KERJA  ASING  YANG 
BERADA DI  INDONESIA MENURUT PERATURAN 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
NOMOR  PER.02/MEN/III/2008  TENTANG  TATA 
CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING” 

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka 

penulis  merumuskan  beberapa  permasalahan  yang  akan 
dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana  proses  pemungutan  pajak  penghasilan 

terhadap tenaga kerja asing yang berada di Indonesia?
2. Apa sanksi bagi perusahaan/badan yang tidak melakukan 

pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh 
tenaga kerja asing?

1.3 Tujuan Penelitian
Agar  dalam skripsi  ini  dapat  diperoleh  sasaran  yang 

dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu penulisan yakni:

1.3.1 Tujuan Umum
1. Memenuhi  dan  melengkapi  tugas  sebagai  persyaratan 

pokok  yang  bersifat  akademis  guna  mencapai  gelar 
sarjana  hukum  dengan  ketentuan  kurikulum  Fakultas 
Hukum Universitas Jember;

2. Mengembangkan  ilmu  dan  pengetahuan  hukum  dari 
perkuliahan yang bersifat  teoritis  dengan praktek yang 
terjadi di masyarakat;

3. Menambah  pengalaman  dan  memberikan  sumbangan 
pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para 
mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui  dan  mengkaji  bagaimanakah  proses  dari 

penarikan  pajak  penghasilan  yang  dibebankan  kepada 
tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  dan  mendapatkan 
penghasilan dari Indonesia;

2. Untuk  mengetahui  sanksi  yang  dikenakan  jika 
perusahaan/badan  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja 

asing  melanggar  ketentuan  dalam  membayar  pajak 
penghasilan yang merupakan kewajiban bagi dirinya.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  memberi  pengetahuan  dan  wawasan  bagi  para 

akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai 
mekanisme  pemungutan  pajak  penghasilan  terhadap 
tenaga kerja asing;

2. Untuk sebagai  cerminan dalam menjalankan mekanisme 
penarikan pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing;

3. Untuk mengetahui alur penarikan pajak terhadap tenaga 
kerja asing yang berada di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian
Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam 

penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena 
hal  tersebut  sebagai  pedoman  dalam  rangka  mengadakan 
penelitian termasuk analisisi terhadap data hasil penelitian. 
Metodologi  merupakan  cara  kerja  bagaimana  menemukan 
atau  memperoleh  atau  menjalankan  suatu  kegiatan  untuk 
memperoleh  hasil  yang  kongkrit,  sehingga  penggunaan 
metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat 
digunakan  untuk  menggali,  mengolah,  dan  merumuskan 
bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan 
kesimpulan  yang  sesuai  dengan  kebenaran  ilmiah  untuk 
menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode 
penulisan yang tepat  karena hal tersebut sangat diperlukan 
dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis 
terhadap  data  hasil  penelitian.  Ciri  dari  karya  ilmiah  di 
bidang  hukum  adalah  mengandung  kesesuaian  dan 
mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Metodologi  pada  hakikatnya  berusaha  untuk  memberikan 
pedoman  tenteng  tata  cara  seseorang  ilmuwan  untuk 
mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah 
suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-
hubungan yang  ada antara fakta-fakta yang diamati secara 
seksama. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan 

skripsi  ini  adalah  Yuridis  Normatif,  artinya  permasalahan 
yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini difokuskan 
dengan  menerapkan  kaidah  atau  norma-norma  di  dalam 
hukum  positif.  Tipe  penelitian  ini  dilakukan  dengan 
mengkaji  berbagai  macam  aturan  hukum  yang  bersifat 
formal  seperti  Undang-Undang dan  literatur-literatur  yang 
bersifat pokok pembahasan.[3] 

1.5.2Pendekatan Masalah
Dalam pendekatan masalah digunakan 3 (tiga) macam 

pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan(Statute  
Approach)  pendekatan  konseptual  (Conseptual  Approach) 
dan Pendekatan kasus (Case Approach): 
1.    Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
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Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua 
undang  undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut 
dengan  isu  hukum yang  sedang  ditangani.  Hasil  dari 
telaah  tersebut  merupakan  suatu  argumen  untuk 
memecahkan isu yang dihadapi 

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
(Conceptual Approach) yaitu suatu metode pendekatan 
melalui  dengan  merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum. 
Prinsip-prinsip  ini  dapat  ditemukan dalam pandangan 
sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

3. Pendekatan kasus (Case Approach) 
(Case  Approach)  yaitu  pendekatan  kasus  dengan 
meneliti  alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh 
hakim  untuk  sampai  kepada  putusannya,  dengan 
memperhatikan  fakta  materiil.  Fakta-fakta  tersebut 
berupa  orang,  tempat,  waktu,  dan  segala  yang 
menyertainya  asalkan  tidak  terbukti  sebaliknya. 
Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim 
maupun para pihak akan mencari  aturan hukum yang 
tepat  untuk  dapat  diterapkan  kepada  fakta  tersebut. 
Pendekatan  kasus  dengan  melakukan  kajian  hukum 
terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Dalam  Menghadapi 
Pelimpahan Wewenang.

1.5.3Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sarana dari  suatu penulisan 

yang digunakan untuk pemecahan permasalahan  yang ada 
sekaligus  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang 
seharusnya.  Adapun  sumber  hukum  yang  dipergunakan 
dalam penulisan skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, 
dan bahan hukum sekunder, yaitu;

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan 
hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan–
catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang 
undangan  dan  putusan–putusan  hakim.  Adapun  yang 
termasuk  dalam  bahan  hukum  primer  yang  akan 
dipergunakan  dalam mengkaji  setiap  permasalahan  dalam 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) ;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah;
3. Undang-Undang  No. 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga 

Atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan;

6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat 
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan;
7.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER  - 
61/PJ/2010  Tentang  Tata  Cara  Persiapan  Penghasilan 

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan 
Sebagai Pajak Daerah.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  juga  seluruh  informasi 
tentang hukum yang berlaku  atau  yang pernah  berlaku  di 
suatu  negeri.  Keberadaan  bahan-bahan  hukum  sekunder, 
secara formal tidak sebagai hukum positif.[4] Adapun yang 
termasuk  dalam  bahan-bahan  hukum sekunder  ini  adalah 
buku-buku  teks,  laporan  penelitian  hukum,  jurnal  hukum 
yang  memuat  tulisan-tulisan  kritik  para  ahli  dan  para 
akademisi  terhadap  berbagai  produk  hukum  perundang-
undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar 
hukum,  memori-memori  yang  memuat  opini  hukum, 
monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang 
memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, 
deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet. 

1.5.3.3 Bahan Non Hukum 
Sebagai  penunjang  dari  sumber  hukum  primer  dan 

sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, 
ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-
jurnal  non hukum sepanjang mempunyai  relevansi  dengan 
topik penulisan skripsi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum
Sebagai  cara  untuk  menarik  kesimpulan  dari  hasil 

penelitian  yang  sudah  terkumpul  dipergunakan  metode 
analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian 
berdasarkan  konsep  atau  teori  yang  bersifat  umum 
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat  data, 
atau  menunjukkan  komparasi  atau  hubungan  seperangkat 
data  dengan seperangkat  data  yang lain dengan sistematis 
berdasarkan  kumpulan  bahan  hukum  yang  diperoleh, 
ditambahkan  pendapat  para  sarjana  yang  mempunyai 
hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. 

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam 
melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:
a) Mengidentifikasi  fakta  hukum dan mengeliminir  hal-hal 
yang  tidak  relevan  untuk  menetapkan  isu  hukum  yang 
hendak dipecahkan;
b) Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan  sekiranya 
dipandang  mempunyai  relevansi  juga  bahan-bahan  non-
hukum;
c) Melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  diajukan 
berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
d) Menarik  kesimpulan  dalam  bentuk  argumentasi  yang 
menjawab isu hukum;
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 
dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

2.1 Proses  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Terhadap 
Tenaga Kerja Asing Yang Berada Di Indonesia.

Perkembangan  globalisasi  mendorong  terjadinya 
pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru 
dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga 
kerja  antar  negara.  Untuk  menghindari  terjadinya 
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permasalahan  hukum serta  penggunaan tenaga  kerja  asing 
yang berlebihan, maka Pemerintah harus cermat menentukan 
policy yang  akan  di  ambil  guna  menjaga  keseimbangan 
antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja 
dalam negeri.

Menyadari  kenyataan  sejauh  ini  Indonesia  masih 
memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh 
globalisasi  peradaban  dimana  Indonesia  sebagai  negara 
anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga 
kerja  asing. Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga 
kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang 
sangat  ketat,  terutama  dengan  cara  mewajibkan  bagi 
perusahaan  atau  korporasi  yang  mempergunakan  tenaga 
kerja  asing bekerja  di  Indonesia dengan membuat rencana 
penggunaan  tenaga  kerja  asing  (RPTKA)  sebagaimana 
diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor 
PER.02/MEN/III/2008  Tentang  Tata  Cara  Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing.
1. Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1995  Tentang 

Penggunaan  Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Asing 
Pendatang (TKWNAP)
Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 
menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga 
negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 
wilayah Negara  Kesatuan Republik Indoensia  (NKRI), 
dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1995 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 
Pendatang  (TKWNAP),  menggunakan  istilah  tenaga 
warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga 
negara asing yang memiliki visa tingal terbatas atau izin 
tinggal  terbatas  atau  izin  tetap  untuk  maksud  bekerja 
(melakukan  pekerjaan)  dari  dalam  wilayah  Republik 
Indonesia  (Pasal  1  angka  1).  Istilah  TKWNAP  ini 
dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing 
bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah 
Republik  Indonesia,  akan  tetapi  ada  kemungkinan 
seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di 
Indonesia  karena  status  keimigrasian  orang  tuanya 
(berdasarkan  asas  ius  soli atau  ius  sanguinis). 
Mewajibkan  pengutamaan  penggunaan  tenaga  kerja 
Indonesia  di  bidang dan  jenis  pekerjaan  yang tersedia 
kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia 
belum  atau  tidak  sepenuhnya  diisi  oleh  tenaga  kerja 
Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja warga negara 
asing  pendatang  diperbolehkan  sampai  batas  waktu 
tertentu  (Pasal  2).  Ketentuan  ini  mengharapkan  agar 
tenaga  kerja  Indonesia  kelak  mampu mengadopsi  skill 
tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan 
sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing.

2.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang 
Ketenagakerjaan.
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 
2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UUK),  penggunaan 
tenaga kerja  asing di  Indonesia  diatur  dalam Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  1958  tentang  Penempatan 
Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, 
pengaturan  mengenai  penggunaan  tenaga  kerja  asing 
tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun 
sudah  merupakan  bagian  dari  kompilasi  dalam  UU 

Ketenagakerjaan  yang  baru.  Dalam  UUK,  pengaturan 
Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  dimuat  pada 
Bab  VIII,  Pasal  42 sampai  dengan Pasal  49. Undang-
Undang  Ketenagakerjaan  menegaskan  bahwa  setiap 
pengusaha  dilarang  mempekerjakan  orang-orang  asing 
tanpa izin tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja 
Asing  juga  dipersempit  yaitu  warga  negara  asing 
pemegang  visa  dengan  maksud  bekerja  di  wilayah 
Indonesia.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  untuk  memenuhi 
kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi 
kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu 
yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, 
maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia 
sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu 
dan waktu tertentu. Ketentuan mengenai jabatan tertentu 
dan  waktu  tertentu  bagi  tenaga  kerja  asing  ditetapkan 
dengan  keputusan  Menteri,  yaitu  Keputusan  Menteri 
Nomor KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin 
Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Asing 
Pendatang.

Terhadap setiap pengajuan/rencana penggunaan tenaga kerja 
asing  di  Indonesia  harus  dibatasi  baik  dalam  jumlah 
maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga 
kerja  asing. Jabatan-jabatan yang dilarang (closed list) 
ini  harus  diperhatikan  oleh  si  pemberi  kerja  sebelum 
mengajukan penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus 
mentaati  ketentuan  tentang  jabatan,  juga  harus 
memperhatikan  standar  kompetansi  yang  berlaku. 
Ketentuan  tentang  jabatan  dan  standar  kompetensi 
didelegasikan  ke  dalam  bentuk  Keputusan  Menteri. 
Namun dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun 
atributif  ini  belum  menggunakan  aturan  yang  sesuai 
dengan UUK.

3. Peraturan  Menteri  Nomor  PER.02/MEN/III/2008 
Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Peraturan  Menteri  ini  dikeluarkan  dalam  rangka 
pelaksanaan  Pasal  42  ayat  (1)  UUK.  Dengan 
dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Nomor 
PER.02/MEN/III/2008  Tentang Tata  Cara  Penggunaan 
Tenaga  Kerja  Asing ini maka  beberapa  peraturan 
sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) 
UUK ini yakni : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata 
Cara  Pengesahan  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja 
Asing;  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan 
Transmigrasi  Nomor  KEP.20/MEN/III/2004  tentang 
Tata  Cara  Memperoleh  Ijin  Mempekerjakan  Tenaga 
Kerja  Asing;  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan 
Transmigrasi  Nomor  KEP.21/MEN/III/2004  tentang 
Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Sebagai  Pemandu 
Nyanyi/Karaoke;  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan 
Transmigrasi  Nomor  PER.07/MEN/III/2006  tentang 
Penyederhanaan  Prosedur  Memperoleh  Ijin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan 
Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor 
PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor 
PER.07/MEN/III/2006  tentang  Penyederhanaan 
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Prosedur  Memperoleh  Ijin  Mempekerjakan  Tenaga 
Kerja Asing (IMTA);  Peraturan Menteri  Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor PER.34/MEN/III/2006 tentang 
Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan 
Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Jabatan  Direksi  atau 
Komisaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 
44).
1) Tata  Cara  Permohonan  Pengesahan  Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Selain  harus  memiliki  izin  mempekerjakan  tenaga 
kerja asing, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 
yang  disahkan  oleh  Menteri  atau  pejabat  yang 
ditunjuk. Pasal 3 menyebutkan bahwa “pemberi kerja 
yang  akan  mempekerjakan  TKA  harus  memiliki 
RPTKA”  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk 
mendapatkan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja 
Asing  (IMTA).  Untuk  mendapatkan  pengesahan 
RPTKA,  pemberi  kerja  TKA  harus  mengajukan 
permohonan  secara  tertulis  yang  dilengkapi  alasan 
penggunaan TKA

2) Pengesahan RPTKA
Dalam  hal  hasil  penilaian  kelayakan  permohonan 
RPTKA telah sesuai prosedur yang ditetapkan, Dirjen 
atau  Direktur  harus  menerbitkan  keputusan 
pengesahan  RPTKA.  Penerbitan  keputusan 
pengesahan  RPTKA  dilakukan  oleh  Dirjen  untuk 
permohonan  penggunaan  TKA  sebanyak  50  (lima 
puluh)  orang  atau  lebih;  serta  Direktur  untuk 
permohonan penggunaan TKA yang kurang dari  50 
(lima puluh) orang.

3) Perubahan RPTKA
Pemberi  kerja  TKA dapat  mengajukan permohonan 
perubahan  RPTKA  sebelum  berakhirnya  jangka 
waktu RPTKA.

4) Persyaratan TKA
Bagi  Tenaga  Kerja  Asing  yang  dipekerjakan  oleh 
pemberi  kerja  wajib  memenuhi  persyaratan  yakni: 
memiliki  pendidikan  dan/atau  pengalaman  kerja 
sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  yang  sesuai 
dengan  jabatan  yang  akan  didudukinya;  bersedia 
membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya 
kepada  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia 
khususnya  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) 
pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa 
Indonesia.

5) Perijinan
Ijin  Menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing  (IMTA) 

diberikan oleh Direktur Pengadaan dan Penggunaan 
Tenaga  Kerja  Kementerian  Tenaga  kerja  dan 
Transmigrasi  kepada  pemberi  kerja  tenaga  kerja 
asing,  dengan  terlebih  dahulu  mengajukan 
permohonan  untuk  mendapatkan  rekomendasi  visa 
(TA-01)  dengan  melampirkan  (Pasal  23  Peraturan 
Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor 
PER.02/III/2008)  Dalam  hal  Ditjen  Imigrasi  telah 
mengabulkan  permohonan visa untuk dapat  bekerja 
atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan 

surat  pemberitahuan  tentang  persetujuan  pemberian 
visa,  maka  pemberi  kerja  TKA  mengajukan 
permohonan  IMTA  dengan  melampirkan  (Pasal  24 
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi 
Nomor PER.02/III/2008)

6) Perpanjangan IMTA
Mengenai perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (IMTA) diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 
28 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor  PER.02/III/2008.  IMTA  dapat  diperpanjang 
paling lama 1 (satu) tahun, bila masa berlaku IMTA 
belum  berakhir.  Oleh  karena  itu  permohonan 
perpanjangan  IMTA  selambat-lambatnya  30  (tiga 
puluh)  hari  kerja  sebelum jangka waktu berlakunya 
IMTA berakhir.

7) IMTA Untuk Pekerjaan Darurat
Pekerjaan  yang  bersifat  darurat  atau  pekerjaan-
pekerjaan  yang  apabila  tidak  ditangani  secara 
langsung  mengakibatkan  kerugian  fatal  bagi 
masyarakat  umum dan jangka  waktunya tidak  lebih 
dari 30 (tiga puluh) hari, yang mana jenis pekerjaan 
mendesak  itu  ditetapkan  oleh  instansi  pemerintah 
yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan.

8) IMTA Untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Untuk memperoleh IMTA bagi TKA yang bekerja di 
kawasan ekonomi khusus, pemberi kerja TKA harus 
mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada 
Pejabat  yang ditunjuk  di  kawasan  ekonomi  khusus. 
Tata  cara  memperoleh  IMTA  di  kawasan  ekonomi 
khusus mengikuti ketentuan dalam poin 5 (lima).

9) IMTA  Untuk  Pemegang  Kartu  Izin  Tinggal  Tetap 
(KITAP)
Pemberi  kerja  yang  akan  mempekerjakan  TKA 
pemegang  ijin  tinggal  tetap  wajib  mengajukan 
permohonan kepada Direktur

Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib 
Pajak Luar Negeri
NO WAJIB  PAJAKA 

DALAM  NEGERI 
(WPDN)

WAJIB PAJAK LUAR 
NEGERI (WPLN)

1 Dikenakan  pajak  atas 
penghasilan  yang 
diperoleh  dari  Indonesia 
maupun  dari  luar 
Indonesia  (world  wide 
income)

Dikenakan  pajak  hanya 
atas  penghasilan  yang 
berasal  dari  sumber 
penghasilan di Indonesia.

2 Penghasilan  yang 
dikenakan  pajak  adalah 
netto dengan tarif umum

Penghasilan  yang 
dikenakan  pajak  adalah 
penghasilan bruto dengan 
tarif  sepadan,  kecuali 
WPLN  tersebut 
menjalankan  usaha 
melalui  bentuk  usaha 
tetap di Indonesia dimana 
BUT memiliki kewajiban 
pajak yang sama dengan 
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WPDN.

3 Wajib  menyampaikan 
SPT

Tidak  wajib 
menyampaikan  SPT 
karena  kewajiban 
pajaknya  dipenuhi 
melalui pemotongan pjak 
yang bersifat final.

Subjek  Pajak  dalam negeri  dan  Subjek  Pajak  luar  negeri 
(UU No 36/ 2008) Subjek Pajak dalam negeri adalah:
1. Subjek  Pajak  yang bertempat tinggal  di  Indonesia atau 

yang berada di Indonesia < 183 hari dalam 12 bulan, atau 
Subjek  Pajak  yang  dalam  satu  tahun  pajak  berada  di 
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia; 

2. Badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di 
Indonesia; 

3. Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan, 
menggantikan yang berhak. 

4. Subjek Pajak luar negeri adalah:
a) Subjek  Pajak  yang  tidak  bertempat  tinggal  di 

Indonesia atau berada di Indonesia > 183 hari dalam 
jangka waktu 12 bulan, 

b) Badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat 
kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; 

c) Badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat 
kedudukan  di  Indonesia  yang  dapat  menerima atau 
memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia  bukan  dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
BUT di Indonesia. 

Pekerja Asing
Yang boleh mempekerjakan orang asing hanya badan 

usaha yang berbentuk:
BUT,  PT  (PMA)  dan  PT  lokal  PMDN  or  NON-PMDN) 
menengah dan besar.Kriteria ukuran skala perusahaan (kecil, 
menengah dan besar):
1. Modal lebih kecil dari Rp 100 juta: PT. Kecil 
2. Modal antara Rp 100 juta s/d 600 juta : PT. Menengah 

(Sedang) 
3. Modal lebih besar dari Rp 600 juta: PT. Besar 

Jika tenaga kerja asing-nya sudah berada di Indonesia 
tetapi usaha yang rencananya akan memberikan sponsorship 
tergolong PT Kecil, maka status calon tenaga kerja asingnya 
belum boleh dipekerjakan dan masih akan berstatus sebagai 
tourist. Tenaga kerja asing yang masih menggunakan visa on 
arrival  karena masih menunggu work permit (ijin bekerja) 
selama tiga  bulan  diperbolehkan,  dengan  catatan  sebelum 
work  permit  keluar,  yang  bersangkutan  belum  occupied 
(dipekerjakan).
Jikapun  tenaga  kerja  asingnya  sedang  dalam  proses 
pengurusan work permit, selanjutnya
1. Tenaga  kerja  asingnya  harus  keluar  Indonesia  untuk 

sementara
2. Get sponsored
3. Apply visa untuk bekerja
4. Apply work permit
5. Lapor ke polda (POLRI)

Kesemua itu biasanya dilakukan sekaligus

Tata cara penarikan pajak penghasilan terhadap tenaga 
kerja  asing  menurut  undang-undang  nomor  36  tahun 
2008 tentang pajak penghasilan
Pasal 16 ayat (3)
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu 
bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  dalam suatu  tahun  pajak 
dihitung  dengan  cara  mengurangkan  dari  penghasilan 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dengan 
memerhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dengan 
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
Pasal 26 
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan,  disediakan untuk 
dibayarkan,  atau  telah  jatuh  tempo  pembayarannya  oleh 
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau  perwakilan  perusahaan 
luar  negeri  lainnya kepada Wajib  Pajak luar  negeri  selain 
bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan: 
a.   dividen; 
b.  bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan 
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; 
c.  royalti,  sewa,  dan  penghasilan  lain  sehubungan dengan 
penggunaan harta; 
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 
e. hadiah dan penghargaan; 
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau 
h. keuntungan karena pembebasan utang. 
(1a)  Negara  domisili  dari  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain 
yang  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  usaha 
melalui  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1)  adalah negara tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya 
menerima  manfaat  dari  penghasilan  tersebut  (beneficial 
owner). 
(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di 
Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang 
diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain 
bentuk usaha tetap di  Indonesia,  dan premi asuransi  yang 
dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong 
pajak  20% (dua  puluh persen)  dari  perkiraan  penghasilan 
neto.

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan 
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) 
dari perkiraan penghasilan neto. 

(3) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (2)  dan  ayat  (2a)  diatur  dengan  atau  berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
(4)  Penghasilan  Kena  Pajak  sesudah dikurangi  pajak  dari 
suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 
20%  (dua  puluh  persen),  kecuali  penghasilan  tersebut 
ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur 
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lebih  lanjut  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri 
Keuangan. 
(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali: 

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan 

b.   pemotongan  atas  penghasilan  yang  diterima  atau 
diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah 
status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 
tetap[5].
Penjelasan atas undang-undang nomor 36 tahun 2008
Ayat (2) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri 
dan  subjek  pajak  luar  negeri.  Subjek  pajak  orang pribadi 
dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima 
atau  memperoleh  penghasilan  yang  besarnya  melebihi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam 
negeri  menjadi  Wajib  Pajak  sejak  saat  didirikan,  atau 
bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri 
baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib 
Pajak  karena  menerima  dan/atau  memperoleh  penghasilan 
yang  bersumber  dari  Indonesia  atau  menerima  dan/atau 
memperoleh  penghasilan yang  bersumber  dari  Indonesia 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan 
lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah 
memenuhi  kewajiban  subjektif  dan  objektif.  Sehubungan 
dengan  pemilikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), 
Wajib  Pajak  orang pribadi  yang menerima penghasilan di 
bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib 
mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP.  Perbedaan 
yang penting antara  Wajib Pajak dalam negeri  dan Wajib 
Pajak  luar  negeri  terletak  dalam  pemenuhan  kewajiban 
pajaknya, antara lain: 
a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan 

baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun 
dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri 
dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal  dari 
sumber penghasilan di Indonesia; 

b.  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dikenai  pajak  berdasarkan 
penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib 
Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan 
bruto dengan tarif pajak sepadan; dan

c.  Wajib  Pajak  dalam  negeri  wajib  menyampaikan  Surat 
Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  sebagai 
sarana  untuk  menetapkan  pajak  yang  terutang  dalam 
suatu  tahun pajak,  sedangkan Wajib  Pajak  luar  negeri 
tidak  wajib  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya 
dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. 
Bagi  Wajib Pajak luar negeri  yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
Indonesia,  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya 
dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan 
Wajib  Pajak  badan  dalam negeri  sebagaimana  diatur 
dalam  Undang-Undang  ini  dan  Undang-Undang  yang 
mengatur  mengenai  ketentuan  umum dan  tata  cara 
perpajakan.

Ayat (3) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Huruf a 

Pada  prinsipnya  orang pribadi  yang menjadi  subjek pajak 
dalam negeri  adalah orang pribadi  yang bertempat tinggal 
atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang 
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka 
yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal 
di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang 
pribadi di Indonesia lebih dari  183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari tidaklah harus berturut turut, tetapi ditentukan oleh 
jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka 
waktu  12  (dua  belas)  bulan  sejak  kedatangannya  di 
Indonesia.

2.2  Sanksi  bagi  Perusahaan/Badan  yang  Tidak 
Melakukan  Pembayaran  Pajak  atas  Penghasilan  yang 
Diterima oleh Tenaga Kerja Asing

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi 
penting karena  pemerintah  lndonesia  memilih menerapkan 
self  assessment system  dalam  rangka  pelaksanaan 
pemungutan  pajak.  Berdasarkan  sistem  ini,  Wajib  Pajak 
diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung  menyetor,  dan 
melaporkan pajaknya sendiri.

Dari  sudut  pandang  yuridis,  pajak  memang 
mengandung  unsur  pemaksaan.  Artinya,  jika  kewaiiban 
perpajakan  tidak  dilaksanakan,  maka  ada  konsekuensi 
hukum  yang  bisa  terjadi.  Konsekuensi  hukum  tersebut 
adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. 

Ada 2 macam Sanksi perpajakan, 
1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi  denda adalah jenis sanksi  yang paling banyak 
ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda 
dapat  ditetapkan  sebesar  jumlah  tertentu,  persentase  dari 
jumlah  tertentu,  atau  suatu  angka  perkalian  dari  jumlah 
tertentu.

Pada  sejumlah  pelanggaran,  sanksi  denda  ini  akan 
ditambah  dengan  sanksi  pidana.  Pelanggaran  yang  juga 
dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya 
alpa atau disengaja.
b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi  administrasi  berupa  bunga  dikenakan  atas 
pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih 
besar.  Jumlah  bunga  dihitung  berdasarkan  persentase 
tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi 
hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika  melihat  bentuknya,  bisa  jadi  sanksi  administrasi 
berupa  kenaikan  adalah  sanksi  yang  paling  ditakuti  oleh 
wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, 
jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  bisa  menjadi  berlipat 
ganda.  Sanksi  berupa  kenaikan  pada  dasarnya  dihitung 
dengan  angka  persentase  tertentu  dari  jumlah  pajak  yang 
tidak kurang dibayar. 
2. Sanksi Pidana

Kita  sering  mendengar  isilah  sanksi  pidana  dalam 
peradilan  umum.  Dalam  perpajakan  pun  dikenal  adanya 
sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, 
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pengenaan  sanksi  pidana  merupakan upaya  terakhir  untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun,  pemerintah  masih  memberikan  keringanan 
dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi 
Wajib  Pajak  yang baru  pertama kali  melanggar  ketentuan 
Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai 
sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah 
tidak  menyampaikan  SPT  atau  menyampaikan  SPT  tetapi 
isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  atau  melampirkan 
keterangan  yang  isinya  tidak  benar  sehingga  dapat 
menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Sanksi 
pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa 
denda, walaupun tidak selalu ada.

Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  pelanggaran  pajak 
yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  asing,  maka  yang 
mendapat  sanksi  bukanlah  tenaga  kerja  asing  yang 
bersangkutan  melainkan  perusahaan  yang  mempekerjakan 
tenaga kerja asing tersebut. Karena perusahaan tersebut yang 
memberikan penghasilan kepada tenaga kerja asing dan juga 
sebagai  badan  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang  untuk 
melakukan  pemotongan  penghasilan  sebagai  pembayaran 
pajak  penghasilan  yang  diterima  oleh  tenaga  kerja  asing 
selama bekerja  di  Indonesia selama satu tahun kerja  yang 
selanjutnya akan disetorkan kepada negara.

Penutup

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan
1. Tenaga  Kerja  Asing  yang  bekerja  di  Indonesia 

merupakan salah satu subjek pajak, karena mendapatkan 
suatu  penghasilan  atas  apa  yang  telah  dia  kerjakan 
selama di  Indonesia.  Penarikan pajak  atas  penghasilan 
yang  didapat  oleh  Tenaga  Kerja  Asing  dibebankan 
kepada  perusahaan/badan  tempat  Tenaga  Kerja  Asing 
tersebut  bekerja  dan  mendapatkan  penghasila.  Sepeti 
yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Apabila terjadi suatu penyelewengan pembayaran pajak 
atas  penghasilan  dari  Tenaga  Kerja  Asing  yang  telah 
mendapatkan penghasilan di  Indonesia yang dalam hal 
ini penarikan pajaknya dilakukan oleh perusahaan/badan 
tempat  Tenaga  Kerja  Asing  itu  bekerja,  maka  yang 
mendapatkan  sanksi  atas  terjadinya  penyelewengan 
tersebut adalah perusahaan/badan yang mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing. Karena di dalam Undang-Undang 
Nomor  36  Tahun  2008,  perusahaan/badan  tempat 
Tenaga Kerja  Asing ditunjuk untuk menjadi  pengawas 
dalam pembayaran pajak penghasilan dari Tenaga Kerja 
Asing tersebut.

3.2 Saran
Hendaknya  para  tenaga  kerja  asing  yang  berada  di 

Indonesia  memiliki  NPWP  sendiri,  sehingga  lebih  mudah 
untuk melakukan pemantauan kepatuhan pembayaran pajak 
bagi  tenaga  kerja  asing  itu  sendiri.  Jadi  tidak  hanya 
mengandalkan  perusahaan/badan  sebagai  pengawas  pem-
bayaran  pajak  bagi  karyawan  yang  berkewarganegaraan 
selain  Indonesia.  Pemerinth  pun  juga  lebih  mudah  untuk 

memantau  kepatuhan tenaga  kerja  asing  dalam memenuhi 
kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.
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